
 

BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN 
PROVINS! SULAWESI SELATAN 

PERATURAN BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN 
NOMOR 3?- TAHUN 2019 

TENT ANG 

STANDAR BIAYA UMUM PEMERINTAH DAERAH 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN, 

Menimbang 

Mengingat 

a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 89 Ayat (2) 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, maka 
perlu menetapkan Standar Biaya Umum sebagai pedoman 
penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran/ Dokumen 
Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah/Pemerintah 
Daerah Ka bu paten Pangkajene dan Kepulauan 
Tahun 2020; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati 
Pangkajene dan Kepulauan tentang Standar Biaya Umum 
Pemerintah Daerah. 

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang 
Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 1822); 

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari 
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran 
Negara Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4826); 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 
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5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun �04!A?�r:i'.'�g(LIM 

Pemeriksaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 66, Tambahan Lemba.ran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4400); 

6. Unda.ng-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan Daerah Antara Pemerintah Pusat 
dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tenta.ng 
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 
Ta.mbahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5234); 

8. Undang-Unda.ng Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur 
Sipil Negara (Lembaran. Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 6, Ta.mbahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5587); 

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- 
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentan.g Perubahan Kedua 
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tenta.n.g 
Pemerintaha.n Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang 
Pengelo1aa.n. Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92 
Ta.mbahan Lembaran Negara Republilc Indonesia 
Nomor 5533); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5887); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

13. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang 
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 114 Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); 



 

Menetapkan 
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14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1'�/'�� �OP.Ji{ l '1\,1 

ten tang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan 
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan 
Daerah; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ten tang 
Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 

15. Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan 
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 11 
Tahun 2018 Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah 
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2008 
Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Daerah Ka bu paten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 10 
Tahun 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Pangkajene 
dan Kepulauan Tahun 2015 Nomor 10); 

16. Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan 
Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Ka bu paten 
Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2016 Nomor 4) 
Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah 
Ka bu paten Pangkajene dan Kepulauan 
Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan 
Daerah Ka bu paten Pangkajene dan Kepulauan 
Nomor 4 Tahun 2016 Nomor 4) tentang Pembentukan dan 
Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten 
Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2018 Nomor 5) 

MEMUTUSKAN: 

PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR BIAYA UMUM 
PEMERINTAH DAERAH. 

BABI 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 
Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. 

2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur 
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin 
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kew-enangan 
daerah otonom; 

3. Bupati adalah Bupati Pangkajene dan Kepulauan; 

4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten 
Pangkajene dan Kepulauan; 



 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 
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Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Unsur 
pembantu kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
daJam Penyelenggaraan Unsur Pemerintahan yang menjadi 
Kewenanga.n Daerah; 
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, yang selanjutnya 
disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola 
Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut dengan Kepala 
SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan 
APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah. 
Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah, yang selanjutnya 
disingkat SKPKD adalah Perangkat Daerah pada pemerintah 
daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang dan juga 
melaksanakan pengelolaan keuangan daerah. 
Badan Pengelola Keuangan Daerah, yang selanjutnya disingkat 
BPKD adalah Perangkat Daerah yang berwenang mengelola 
keuangan daerah, baik sebagai SKPD maupun sebagai SKPKD. 
Kepala BPKD adalah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah 
(PPKD) selaku Kepala SKPKD yang mempunyai tugas 
melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai BUD. 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutn.ya 
disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan 
pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh 
Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan 
Peraturan Daerah 

Standar Biaya Umum, yang selanjutnya disingkat SBU adalah 
biaya setinggi-tingginya dari suatu barang dan/atau jasa, baik 
secara mandiri maupun gabungan yang diperlukan untuk 
memperoleh keluaran tertentu. 

tertentu 
Pejabat 

Jabatan 

yang memenuhi syarat 
ASN secara tetap oleh 
untuk menduduki 

selanjutnya disingkat PNS adalah 12. Pegawai Negeri Sipil yang 
Warga Negara Indonesia 
diangkat sebagai Pegawai 
Pembina Kepegawaian 
Pernerin tahan; 

13. Non Pegawai Negeri Sipil adalah orang perorangan bukan 
sebagai Pegawai Negeri Sipil berdasarkan ketentuan peraturan 
perundang-undangan yang dapat disebut sebagai Tenaga 
Harian Lepas/Buruh/Kader/Tukang/Penjaga atau sebutan 
lainnya yang berlaku pada organisasi masyarakat. 

14. Rencana kerja dan anggaran yang selanjutnya disingkat RKA 
adalah suatu dokumen yang berisi tentang perencanaan dan 
penganggaran meliputi anggaran dan tata pelak:sanaan untuk 
program dan kegiatan yang telah direncanakan PD. 

15. Tambahan Penghasilan Pegawai berdasarkan beban kerja yang 
selanjutnya disingkat TPP adalah tambahan penghasilan yang 
diberikan kepada pegavvai yang dibebani pekerjaan untuk 
menyelesaikan tugas-tugas sesuai tugas pokok dan fungsinya 
serta tugas kedinasan lainnya dengan memenuhi kewajiban 
terhadap tingkat kehadiran dan jam kerja serta pelak:sanaan 
disiplin pegawai. 
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Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Harian Lepas pada waktu- 
waktu tertentu diluar waktu kerja sebagaimana telah 
ditetapkan bagi tiap-tiap perangkat daerah. 

17. Honorarium adalah pemberian penghasilan dan/atau imbalan 
selain gaji dan tunjangan sehubungan dengan jasa atas suatu 
kegiatan yang dilaksanakan. 

BAB II 
ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN 

Pasal 2 

Standar Biaya Umum menganut asas: 

1. disiplin anggaran; 
2. tertib anggaran; 
3. kemampuan daerah; 
4. karakteristik daerah; dan 
5. efektif dan efisiensi. 

Pasal 3 

Penyusunan SBU dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan 
obyektif, karakteristik dan perkembangan kebutuhan daerah 
dengan tetap berdasarkan ketentuan peraturan perundang- 
undangan. 

Pasal 4 

SBU bertujuan untuk menjadi pedoman penetapan biaya-biaya yang 
bersifat umum dan berlaku sama pada Perangkat Daerah dalam 
lingkup Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dalam 
rangka penyusunan Rencana Kerja Anggaran/Dokumen 
Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten 
Pangkajene dan Kepulauan Tahun Anggaran 2020. 

BAB III 
TAMBAHAN PENGHASILAN DAN HONORARIUM 

Bagian Kesatu 
Tambahan Penghasilan 

Pasal 5 

(1) PNS Lingkup Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan 
diberikan tambahan penghasilan berdasarkan kemampuan 
keuangan daerah; 

(2) Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
terdiri dari: 

a. tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja diberikan 
kepada PNS yang dibebani pekerjaan untuk menyelesaikan 
tugas-tugas yang dinilai melampaui beban kerja normal 
terdiridari : 

1. pengelola Keuangan dan Barang Daerah;dan 
2. PPKD. 
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b. tambahan penghasilan berdasarkan tempat bertugas 
diberikan kepada PNS yang dalani melaksanakan tugasnya 
berada di daerah yang memiliki tingkat kesulitan tinggi dan 
daerah terpencil. 

c. tarnbahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja diberikan 
kepada PNS yang dalam melaksanakan tugasnya berada 
pada lingkungan kerja yang memiliki resiko tinggi. 

d. tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi 
diberikan kepada PNS yang dalam mengemban tugas 
memiliki ketrampilan khusus dan langka. 

e. tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja diberikan 
kepada PNS yang memilik:i prestasi kerja yang tinggi 
dan/atau inovasi. 

f. tambahan penghasilan berdasa.rkan pertimbangan objektif 
lainnya da1am rangka peningkata.n kesejahteraan umum 
pegawai. 

g. besaran tarnbahan penghasilan sebagaimana dimaksud 
huruf b, huruf c, huruf d, huruf e , dan huruf f ditetapkan 
dengan. Keputusan Bupati. 

Pasal 6 

(1) Tanibahan Penghasilan kepada PPKD, diberikan kepada 

a. Pejabat pengelola keuangan daerah 
b. Bendahara Umum Daerah dan; 
c. Kuasa Bendaha.ra Umum Daerah; 
d. Bendahara Pengeluaran PPKD; 
e. Pejabat Penatausahaan Keuangan PPKD/BUD; dan 
f. Pembantu Pejabat Penatausahaan Keuangan PPKD/BUD. 

(2) Tanibahan Penghasilan kepada Pengelola Keuangan dan Barang 
Daerah Perangkat Daerah, terdiri dari : 
a. Pengguna Anggaran/Barang; 
b. Kuasa Pengguna Anggaran/Barang; 
c. Pejabat Penatausahaan Keuangan; 
d. Pembantu Pejabat Penatausahaan Keuangan; 
e. Bendahara Penerimaan; 
f. Bendahara Pengeluaran; 
g. Bendahara Penerima Pembantu; 
h. Bendahara Pengelua.ran Pembantu; 
i. Pembuat Daftar Gaji; 
j. Pengurus Barang; dan 
k. Pembantu Pengurus Ba.rang. 

Bagian Kedua 
Honorarium Pelaksana Kegiatan 

Pasal 7 

(1) Honorarium Pelaksana kegiatan dapat diberikan kepada PNS 
dan Non PNS yang berkontribusi langsung terhadap capaian 
output Kegiatan. 
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(2) Pemberian honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilakukan secara selektif, efektif dan efisien pada kegiatan yang 
sifatnya Koordinatif dan outputnyajelas dan terukur. 

(3) Pemberian Honorarium sebagairnana dimaksud pada ayat (2) di 
batasi paling banyak 3 (tiga) kegiatan setiap PD, Kecuali pada 
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, 
Inspektorat Kabupaten, Badan Perencanaan Pembangunan 
Daerah dan Badan Pengelola Keuangan Daerah paling banyak 5 
(Lima) kegiatan. 

(4) Honorarium diberikan paling banyak 3 (tiga) kegiatan tiap 
Bagian pada Sekretariat Daerah. 

(5) Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan 
per kegiatan setelah melaksanakan kegiatan yang dibuktikan 
dengan laporan pelaksanaan kegiatan yang ditandatangani oleh 
Ketua Pelaksana Kegiatan. 

(6) Pemberian honorarium sebagaimana dimaksud Pada ayat (1) 
dikenakan potongan pajak penghasilan sesuai ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 

(7) Honorarium pelaksana kegiatan kepada Non PNS dianggarkan 
pada kelompok belanja barang dan jasa, objek belanja jasa 
kantor, rincian objek belanja berkenaan. 

Bagian Ketiga 
Jasa Peserta Pelatihan dan Sosialisasi 

Pasal 8 
(1) Peserta pelatihan dan/atau sosialisasi dapat diberikan uangjasa 

sebagai uang saku kegiatan. 
(2) Kriteria yang dapat diberikan uang Jasa peserta pelatihan 

dan/ atau sosialisasi sebagai berikut; 
a. peserta kegiatan adalah masyarakat yang berdomisili dalam 

Daerah; dan 
b. masyarakat yang mempunyai komitmen mensukseskan visi 

dan misi Daerah. 

Bagian Keempat 
Honorarium Pengelola Laman (Website)/Sistem Teknologi Informasi 

Pasal 9 

(1) Honorarium pengelola laman {urebeite] Sistem Teknologi 
Informasi diberikan kepada PNS yang melaksanakan tugas 
sebagai pengelola laman dan sistem teknologi informasi Pada 
setiap PD. 

(2) Bila pada PD kurang tersedia Personil Informasi Teknologi yang 
berasal dari PNS dan Non PNS, maka kepala PD selaku Pembina 
dapat mengangkat dari PNS dan Non PNS dari luar Perangkat 
Daerah yang dipimpinnya sesuai kebutuhan. 
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Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 
Pasal 10 

(1) Honorarium pengadaan barang/jasa Pemerintah, diberikan 
kepada PNS yang terlibat langsung mulai proses perencanaan, 
proses pelaksanaan, monitoring dan evaluasi serta pelaporan 
proses pengadaan Barang /Jasa Pemerintah. 

(2) Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari: 

a. kelompok kerja Pengadaan Barang / Jasa pemerintah; 
b. petugas/pengelola Sistem Informasi Rencana Umum 

Pengadaan; 
c. pejabat pembuat komitmen; 
d. pejabat pengadaan barang/jasa; 
e. tim Ahli / Teknis; 
f. pejabat/panitia pemeriksa hasil pekerjaan; dan 
g. penyelenggara swakelola; 

(3) Pemberian honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dikenakan potongan pajak penghasilan berdasarkan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 

(4) Honorarium dibayarkan per paket untuk pengadaan barang / 
jasa. 

Bagian Keenam 
Honorarium Pejabat / Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan 

Pasal 11 
(1) Honorarium diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang 

diangkat oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran 
untuk melakukan pemeriksaan terhadap administrasi hasil 
pekerjaan pengadaan barang/ jasa yang telah diselesaikan. 

(2) untuk paket pengadaan Barang/Jasa Lainnya/ Konstruksi di 
bawah Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paket 
Jasa Konsultasi di bawah Rp.100.000.000,00 (seratus juta 
rupiah), pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran harus 
mengangkat dan menetapkan Pejabat Pemeriksa hasil Pekerjaan. 

(3) Untuk Paket Pengadaan Barang/Jasa Lainnya/ Konstruksi di 
atas Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan Paket Jasa 
Konsultansi diatas Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah), 
Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran harus 
mengangkat dan menetapkan panitia pemeriksa hasil pekerjaan. 

(4) Jumlah anggota dalam panitia penerima hasil pekerjaan dibatasi 
paling sedikit 3 (tiga) orang dan paling banyak 5 (lima) orang, 
kecuali ditentukan lain Ketentuan peraturan perundang- 
undangan. 

(5) Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan 
per paket pekerjaan dan dikenakan potongan pajak penghasilan 
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 
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Bagian Ketujuh 
Honorarium Jasa Peneliti/tenaga ahli/surveyor 

Pasal 12 
Honorarium jasa peneliti adalah uang jasa yang diberik:an kepada 
orang perorang sebagai peneliti/tenaga ahli/surveyor. 

Bagian Kedelapan 
Honorarium Narasumber dan Moderator 

Pasal 13 
(1) Jasa narasumber/instruktur adalah honorarium berupa uang 

jasa yang diberik:an kepada orang perorangan yang memiliki 
keahlian pada bidang tertentu dan/atau karena 
kedudukan/Jabatan baik sebagai PNS ataupun Non PNS. 

(2) Jasa narasumber/instruktur sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dapat diberik:an biaya akomodasi berupa biaya 
penginapan, biaya transportasi dan biaya makan minum harian 
dengan ketentuan Narasumber tersebut berasal dari luar 
Daerah. 

(3) Narasumber berasal dari setiap PD telah memiliki Sertifikat 
Training Of Trainer sebagai Widyaiswara atau ditetapkan dengan 
keputusan bupati sebagai narasumber; 

(4) Jasa moderator adalah honorarium berupa uang jasa yang 
diberik:an kepada orang perorangan karena keahliannya sebagai 
moderator mendampingi narasumber. 

(5) Jasa moderator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat 
diberik:an biaya akomodasi berupa biaya penginapan, biaya 
transportasi dan biaya makan dan minum harian dengan 
ketentuan Moderator tersebut berasal dari Luar Daerah 

(6) Moderator dapat berasal dari setiap PD dengan ketentuan yang 
bersangkutan berkedudukan sebagai ketua atau wakil ketua 
atau sekretaris atau koordinator kelompok Kerja panitia 
pelaksana kegiatan. 

(7) Narasumber dan moderator hanya terdapat pada kegiatan 
bimbingan teknis, pendidikan dan pelatihan, workshop, seminar, 
loka-karya, rembuk/musyawarah pembangunan daerah/desa, 
sosialisasi atau kegiatan yang sejenisnya. 

Bagian Kesembilan 
Honorarium Pembawa Acara, 

Pembaca Doa, dan atau Petugas Lainnya 
Pasal 14 

(1) Jasa pembawa acara, pembaca do'a, rohaniawan atau petugas 
lainya adalah honorarium berupa uang Jasa yang diberikan 
kepada orang perorang karena keahliannya ditetapkan oleh 
Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran baik sebagai 
PNS ataupun Non PNS. 
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Petugas lainnya adalah petugas pendukung kegiatan yang 
dibutuhkan. sehingga kegiatan tersebut terselenggara dengan 
bailc, tert.ib dan lancar sehingga output kegiatan dapat tercapai. 
Pembawa acara, pembaca doa, rohaniawan atau petugas lainnya 
dapat berasal dari lingkup Perangkat Daerah rnasing-masing 
dengan ketentuan yang bersangkutan adalah anggota panitia 
pelaksana kegiatan. 

(4) Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 
tugasnya pada kegiatan tersebut. 

Bagian Kesepuluh 
Honorarium Tenaga Ahli, 

Instruktur /pelatih, dan Juri/Tim Penilai 
Pasal 15 

(1) Honorarium tenaga ahli,instruktur/pelatih, danjuri / tim penilai 
dibayarkan kepada PNS yang diangkat sebagai tenaga 
ahli/instruktur /pelatih, dan juri/tirn penilai pada Perangkat 
Daerah dan bekerja secara profesional yang ditetapkan dengan 
Keputusan Bupati. 

(2) Penentuan pembayaran honorarium sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dibayarkan setiap bulan jika bekerja secara rutin, 
yang dibuktikan dengan daftar kehadiran dan dikenakan 
potongan paja.k penghasilan sesuai ketentuan. peraturan 
perundang-undangan. 

(3) Pembayaran honorarium dapat dibayarkan per kegiatan jika 
bekerja untuk kegiatan tertentu namun tidak secara rutin dan 
dikenakan potongan pajak penghasilan sesuai ketentuan 
peraturan perundan.g-undangan. 

(4) Penentuan pembayaran honorarium sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) berdasarkan pada volume pekerjaan, namun tetap 
memperhatikan efisiensi dan. efektifitas penggunaan anggaran. 

(5) Pembayaran honorarium instruktur PNS dibayarkan per jam 
untuk kegiatan tertentu dan dikenakan potongan pajak 
penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(6) Jasa tenaga ahli adalah honorarium berupa uang jasa yang 
diberikan kepada orang perorang karena keilmuan akademiknya 
dibidang tertentu. 

(7) Jasa tenaga ahli hanya diberikan pada kegiatan pendampingan, 
penelitian, survey serta kegiatan yang memiliki sifat dan jenis 
yang sama dengan kegiatan tersebut. 

Bagian Kesebelas 
Honorarium/Jasa/ Tenaga Harian Lepas 

Pasal 16 

(1) Tenaga Harian Lepas diberikan honorarium berupa uangjasa 
(2) Besaran honorarium/jasa bagi Tenaga Harian Lepas 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum 
pada larn.piran yang merupakan bagian tidak. terpisahkan dari 
Peraturan Bupati ini. 

(2) 

(3) 



 

 

BAB IV 
UANG LEMBUR 

Pasal 17 

Uang lembur dibayarkan kepada setiap PNS dan Tenaga Harian 
Lepas sebagai kompensasi karena melakukan kerja lembur 
berdasarkan surat perintah tugas dari atasan langsung. 

Uang lembur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya 
diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Harian Lepas 
pada lnspektorat Kabupaten, Bad an Perencanaan dan 
Pembangunan Daerah, Badan Pengelola Keuanga.n Daerah, 
Badan Pendapatan Daerah, Sadan Kepegawaian dan 
pengernbangan sumber Daya Manusia, Dinas Pendidikan, Dinas 
Kesehatan dan Sekretariat Daerah. 

(3) Uang lembur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan 
berdasarkan be ban kerja dan pertimbangan obyektif lainnya. 

(4) Pembayaran uang lembur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
hanya dapat dibayarkan setelah tahapan kegiatan selesai 
berdasarkan surat perintah tugas dan dikenakan potongan 
pajak penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang- 
undangan. 

BABY 
HADIAH 
Pasal 18 

(1) Hadiah yang diberikan kepada pihak ketiga dalam rangka 
perlombaan dapat berupa uang. 

(2) Besaran hadiah berupa uang yang diserahkan kepada pihak 
ketiga sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) tercantum 
pada La.mpiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan 
dengan Peraturan Bupati ini. 

BAB VI 
BANTUAN BEASISWA PENDIDIKAN PNS 

Pasal 19 

(1) Bantuan Beasiswa Pendidikan diguna.kan berupa biaya bantuan 
beasiswa program gelar/non gelar dalam negeri bagi PNS yang 
ditugaskan untuk melanjutkan pendidikan Diploma III, Strata I, 
Pascasarjana (82), Program Doktor (S3) dengan biaya Pemerintah 
berdasarkan Keputusan Bupati. 

(2) Besaran beasiswa pendidikan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) diberikan per tahun. 

BAB VII 
KONSUMSI 

Pasal 20 
(1) Satuan. biaya konsumsi digunakan untuk pengadaan mak.anan 

termasuk minuman dan makanan ringan untuk 
rapat/pertemuan. 

(2) Satuan biaya konsumsi digunakan untuk pengadaan makanan 
termasuk minuman dan mak.anan ringan untuk tamu. 

( 1) 

(2) 



 

A=°R·S I p 
BAG!AN lfVl<UM 

(3) Satuan biaya konsumsi digunakan untuk pengadaan makanan 
termasuk minuman dan mak.anan ringan untuk makan dan 
min um harian pegawai yang bekerja melarnpaui jam kerja. 

(4) Satuan biaya pengadaan bahan makanan di gunakan untuk 
pengadaan bahan makanan. 

BAB VIII 
PAKAJAN 
Pasal 21 

(1) Pakaian Dinas Upacara diberikan kepada Camat, Lurah/Kepala 
Desa. 

(2) Pakaian Sipil Harian diberikan kepada pejabat Eselon II, 
Eselon lll dan Eselon IV. 

(3) Pakaian Dinas Harian diberikan kepada PNS dan CPNS. 

(4) Pakaian Sipil Lengkap diberikan kepada pejabat Eselon II, 
Eselon III dan Eselon IV. 

(5) Pakaian Sipil Resmi diberikan kepada pejabat Eselon II, Eselon 
III dan Eselon IV. 

(6) Pakaian Dinas Harian diberikan kepada Tenaga Harian Lepas 

(7) Atribut pakaian dinas diberikan kepada PNS dan CPNS 
Pasal 22 

(1) Pakaian Dokter diberikan 1 (satu) stel per tahun kepada PNS 
dan CPNS yang bertugas sebagai Dokter pada Dinas Kesehatan. 

(2) Pakaian perawat diberikan 1 (satu) stel per tahun kepada 
Perawat berstatus PNS dan CPNS yang bertugas pada Dinas 
Kesehatan. 

(3) Pakaian dinas lapangan Polisi Pamong Praja diberikan maksimal 
2 (dua) stel per tahun kepada Polisi Pamong Praja. 

(4) Pakaian sopir/pesuruh/pekerja diberikan paling banyak 2 (dua) 
stel per tahun. 

Pasal 23 

Pakaian Korps Pegawai Republik Indonesia diberikan 1 (satu) stel 
kepada PNS dan CPNS. 

Pasal 24 

(1) Pakaian batik tradisional diberikan 1 (satu) lembar kepada 
Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil. 

(2) pakaian batik tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
adalah batik yang bermotif tradisional. 

Pasal 25 

(1) Pakaian olahraga diberikan 1 (satu) pasang kepada PNS dan 
CPNS. 

(2) Pakaian olahraga diberikan 1 (satu) stel lengkap dengan sepatu 
olahraga per tahun kepada PNS dan CPNS. 
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BAB IX 
PEMELIHARAAN ALAT KANTOR 

Pasal 26 

(1) Pemeliha.raan alat kantor dapat dianggarkan jika sesuai dengan 
perun.tukannya. 

(2) Pemeliharaan alat kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
Sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan 
bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini. 

BABX 
STANDAR BIAYA KHUSUS 

Pasal 27 

(1) Standar Biaya Umum yang belum diatur dalam Peraturan ini 
ditetapkan dengan Keputusan Bupati ten.tang Standar Biaya 
Khusus. 

(2) Standar Biaya Khusus paling sedikit memenuhi salah satu 
kriteria sebagai berikut; 
a. melibatkan lnstansi vertikal dari Pemerintah Pusat atau 

Pemerintah Daerah Provinsi dan/atau Pemerintah Daerah 
La.inn.ya, dala.m pencapaian out put kegiatan. 

b. kegiatan tersebut telah diteta.pkan dalam peraturan 
perundang-undangan yang sumbernya dari Pemerintah 
Pusat dan/atau Pemerintah Daerah Provinsi. 

c. diatur dan/atau ditetapkan dengan peraturan perundang- 
undangan yang kedudukannya sama dan/atau lebih tinggi 
dari Peraturan ini. 

d. bersifat khusus / spesifi.k dan hanya dilaksanakan oleh 
Perangkat Daerah tertentu. 

(3) Nilai standar biaya khusus disesuaikan dengan kemampuan 
keuangan daerah dan ketersediaan anggaran. pada Perangkat 
Daerah bersangkutan. 

Tim Anggaran Pemerintah 
kepada Bupati untuk 

(4) Standar biaya khusus diajukan ke 
Daerah selanjutnya disampaikan 
mendapatkan persetujuan. 

(5) Pengajuan biaya khusus secara tertulis da.ri perangkat Daerah 
paling lambat disampaikan sebelum berakhirnya j actwej 
penyusunan RKA-PD dalam bentuk rancangan Standar Biaya 
Khusus. 

BABXI 
KETENTUAN LAIN-LAIN 

Pasal 28 
diatur dalam Peraturan. Bupati ini 
saat penyusunan APBD Tahun 

( 1) 

(2) 

Standar biaya urnum yang 
mulai diterapkan pada 
Anggaran 2020. 

Peraturan Bupati ini dijadikan pedoman dalam 
RKA-PD, RKA-SKPKD, serta dapat dievaluasi 

penyusunan 
dalam tahun 

berjalan.. 



 

-- 
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BAB XII 
KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal29 

Pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati 
Pangkajene dan Kepulauan Nomor 29 Tahun 2018 tentang Standar 
Biaya Umum Tahun Anggaran 2019 tetap berlaku sampai pada 
tanggal 31 Desember 2019. 

BAB XIII 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 30 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Bupati ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah 
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. 

Ditet�kan di Pangkajene 
pada tanggal, 19. Agu&l:vc;. 2019 
BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN, 

2019 

-e • 19640427 198603 2 019 

TELAH OITELITi or EH 
BAGIAN HUKUl.1 DAtl P::::1;10.'.NG-UNDt.NGAN SEi<DA 

Pa_nsk� .·;cne. _ ··2:1 ·· 77 
I 
�!�i�N 

/ GEfmETARIS: -+-..,__,u--- 
Hj ��· '" _;['J'.H, SH KAB!D 

KON SE PTO R : ___,,,,____.. __ 
PEN.GETIK 

Diundangkan di Pangkaje e 
pada tanggal 
Plh. SEKRETARIS D� 
PANGKAJENE DAN 

� 

BERITA DAERAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN 
TAHUN 2019 NOMOR 



 

 

 

 

 

DAF'TAR STANDAR OIAYA UMUM 
TAHUN ANOOARAN 2020 LINOKUP PEMl::RINTAH 

KABUPATEN PANOK.AJENE DAN KEPULAUAN 

LAMPJRAN, PERATURAN OUPATI ?ANOKA.JENE DAN Kl:;PU...AUAN 
NOMOR •r1.1.hun 2019 
TANOOAL 20 19 
TENTANO : STANDAR OJAYA UMUM TAHUN 

/\NOOARAN 2020 LINOKUP 
PEMl::J.l:INTAH KAOUPATEN 
PANOANE DAN KET'"ULAUAN 

BAG!!N �1 ,!, ,� 
1. PENOICLOLA KEUA.NOAN PPKD 

A TAJKBAHA.N PENGHABILAN BER.DABARK.AN SEDAN KlltR.J'A 

No URA I AN 

1 2 
I SA TUAN I Bl.AVA IRp.J 

3 I 4 

OB 6.000.000,00 

OB 5.000.000,00 

OD 3.S00.000,00 

OB 2.500.000.00 

00 2.000.000,00 

OB 1 .500.000.00 

OB 350.000,00 
OB 550.000,00 

OB 750.000,00 

OD 950.000,00 

00 1. l 50.000,00 

00 1.350.000,00 

OU l .550.000,00 
OU l. 750.000,00 

OB 1.950.000.00 
OR 2.150.000,00 

OB 2.350.000,00 

OD 2.550.000,00 

s/d Rp. 
s/d Rp. 

s/d � 
!!!1,/d Rp. 

a/d Rp. 

a/d Rp. 

"'/d Rp. 

I milyAr 

5 mllyar 

S mllyar 
10 n1i1yr;o. . .r 

IO mil�s/d Rp. 1s mllyar 
1.5 mllyar s/d Rp. 20 mllyar 

25 milyur 
50 mily¥r 

7.5 mlly11.r 

�milya.r 
250 milynr 

Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp, 20 mllyar 

Rp. �yRr 
Rp. 50 milyl'U' 

Rp. 75 n11lyar 

Rp_ . 100 milyar 

PENOGUNA A.NGOARAN __ �f_BARAN _ G ATAU KUABA PENGGUNA A.NOOARAN J BAR.ANG 

Nilai Pagu 11.d Rp. 1 00 juto. 

Nila.I Pagu di Atft'll Rp. 100 Juta a/d Rp. �uta 
Nil,tU Pe.gu di at- Hp. 500 jute s/d Rp. 1 milynr 
Nilal Pegu di a.to.a 

Niie.i Pagu di 01.0.a 

Nila..! Pegu di ntns 

Nlhoi Paogu dt a.ta.a 
NB.,J p,.gu di at.ea 

Nila.i Pagu di ataa 

Nilai Pegu di atr;o.a 
Nil11I Pagu di au•a 

Nila.I Pagu di 81.&B 

CotOUUl .' 

- 

1--cb= .c:= .... =11:N=::"::�L::=;=:==DAHARA UMUM D.UCRAH IBUD) 
So,nda.hara u,num Daerah (BUOJ 
Kuasa Bendahv.r.,. Umum Dnerah 

Plt.JABAT PENATAU&AH.AA.N KEUA.NGAN -KD/DUD 

d. BENDA.HARA PICN'OICLUARAN PPKD 

PEMDA.NTU PEJABAT PENATAU&A.HAAN MEUA.NGAN PPKD/BUD 

- 2. Pl?"'NGELOLA KICUA.NOA.N SKPD 

I· 

Berda.1,u1.rkr,,1.,1 pada total Pn{Ju J::JclcuVa Langsuny 
S,,,,rlaku untuk saru tah.un anyyaran 

Bagi Penyc.Jt•na Anggaran yung >'P'l.•ny•rahkan ••11,,....h �gu o,,ggaran �lar,ja,,ya kc�da Kuaaa Pc.,nggt.,na AnryJ0rc,,,, >'P'l.oko h•'-!){/ur,a 
Anggaran hnr,y<• rn•ncri,na 509!6 durl bcsoro" tafflbahnn. pen.gh<Ullila" yang diteri,na olela Penggunr� A"gga.ran. 

b. PEJ'ABAT PENATAUSAH.AA.N KEUAN'OAN' /BARA.NO 

NIIAI Pagu s.d Rp. 100 ju La OB 300.000,00 
Nilal Pagu di BUIII Rp. IOOjuta o/d Rp. 500 juta OB 500.000,00 
Niia.i PRKU di ,uas ><p. 500 jut,.. a/d Rp. • mlly11r OB 700.000,00 

-- -- Nllai Pagu di Atfls Rp. • mlly11.r a/d Rp. 5 mlly11.r OB 900.000.00 

-- - Niia.i Pagu di at.11s Rp. 5 mllyar s/d Rp. 10 milynr OB 1.100.000.00 
Nllai Pngu di •t.11.e Rp. 10 mllyar a/d Rp. 15 mllyar OD l .200.000.00 
Nllo.J Pngu di At.as Rp. �lyar �P· �ilynr 00 l .500.000,00 
Nlla.i Paia:u di 81.ftS Rp. 20 milynr s/d Rp. 25 milyar OB l. 700.000,00 
Nila.I Pagu di a.taa Rp. 25 1nllyv.r o/d Rp. 50 nllly¥r OB l .900.000.00 
Nila! Pagu di ntu.OI Rp. 50 milyr;o.r o/d R_p_ . __ 75 milygr OB 2.100.000.00 
Nib,! Pa."gu di au1.a Rp. 75 1nilyar a/d Rp. WO milyar 00 2.300.000,00 
Nllai Pagu di atMS Rp. 100 mlly .. r a/d Rp. 250 mllyar OU 2.500.000,00 

Cataian: 
� 

�n:J� pada toral Pagu Bela,VO Lo.ngAung 
�rlaA.. .. , untuk aatu tahun anO(la,..:u, 

P&MDANTUPEJABATPENATAUSAHAANKEUA.NOAN' B�O 
Nil,.; Pagu s.d Rp, 100juta OR 110.000,00 
Nih,I Pagu di auu• Rp. 100 jute s/d Rp. .5oo juto. OB 310.000,00 
�agudiau1.• Rp. 500 Juta a/d Rp. • milyAr OD 510.000,00 

Nila.I Plolg�ftUl.a Rp. • milyMT a/d Rp. 5 milyAr 00 710.000,00 
Nllai Pagu di etas Rp. ___ 5 milyar_!J/d Rp. r o rnllyar 00 910.000,00 
Nilai Pagu di tuna Rp. 10 n1ilyar a/d Rp. '5 milyar OU 1.200.000,00 
Nllai Pu.gu di atna ___ RJ>. ___ is mllyar a/d ><p. 20 mllyar OB 1.<100.000,00 
Niia.i PQgU di ata." Rp. 20 milyar s/d Rp. 25 milyAr on 1.600.000,00 



 

BIAYA(Rp.) SATUAN 

OB 2.400.000,00 �------ -- -- ---- -- - 

50 milyar 

------�---'-----'------7_5_rnilyar __ 
100 milyar _ 

URAIAN 

2 

Rp. 25 milyar s/d Rp. 
Rp. 50 milyar s/d Rp. 
Rp. 75 milyar s/d Rp. 

Rp_ ._ 100 milyar s/d Rp. 

Nilai Pagu di atas 
Nilai Pagu di atas 

Nilai Pagu di atas ���-----'--------- Nilai Pagu di atas 
Catatan: 

1 - 

No 

o Berdasarkanpada total Pagu Belanja Langsung 11----+------------------------------------------------------- -- -----·--·----- Berlaku untuk satu tahun anggaran 1---1------------------��-------------------------------------·-- --�----- - Tu.gas Pembantu PPK terdiri dari: Meneliti kelengkapan berkas, uerifikasi kelengkapan berkas, rnelaksanakanfungsi akuntansi 
Perangkat Da.era.h dan menyiapkan lapora.n keuangan Perangkat Daerah 

II---+--------'"-----------"---'----''------�-----''----------- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- - 

1.250.000,00 ------ 
1.400.000,00 

800.000,00 -- -- ---- -- OB 

------- -- -- --- - -- ---- - - -- ---- -- - 
--------------- �B__ _ __ __ 200.000,00 

---l----------=------------'-------"------'------'-----2_5_0---"j_u_t_ a '-- ___!}� __ __ _ 3_50.000,00 
---------�-�----5_0_0�J_ ·u_t_a_ OB 500.000,00 

" Pada Perangkat Daerah Maksimal 3 orang 

d. BENDAHAR.A PENERIMA -- - Nila.i Pagu s.d Rp. 50 juta 

- Nila.i Pagu di atas Rp. 50 juta s/d Rp. 

- Nilai Pagu di atas Rp. 250 juta s/d Rp. 

- Nilai Pagu di atas Rp. 500 juta s/d Rp. 

- Nilai Pagu di atas Rp. 1 milyar s/d Rp. 

- Nilai Pagu di atas Rp. 7,5 milyar s/d Rp. 
Nilai Pagu di atas Rp. 15 miJyar s/d Rp. 

- Nilai Pagu di atas Rp. _____ 30 milyar s/d Rp. - - Nilai Pagu di atas Rp. 60 milyar s/d Rp. 

- Nilai Pagu di atas Rp. 100 milyar 

15 milyar -- _ -- _o_B -- _ -- -- �0.000.� 

t----+-------,------------''-----------'----'----''------3 --o_milyar o_B __ _ _ 1_._ 1_ 00_ .o_o_o_ .o_o_ 
__ ._ 6_ 0 milyar �B- _ 

---'----'----''------1_o_o __ m_ ily"-ar o_B_ __ _ _ 

--+----------=---------- ------------------------ __ -�-- OB __ -� 1.sso.000.00 

R---+----------------------------------- ---- -- -- -- -- -- -- -- - - - - ·---+-------------------------------------- -- -- -- -- -- -- - -- -- -- -- - 

Catatan: 1----·-------------------·-- ---------------------- -- . . -- -- -- -- -- -- - ---- 
a Berdasarkan pada total Pagu Pendapatan Pokok yang dikelola -�-+-----------�-------'----·-'------�-"------------- ------------- ------ ----- 
D Berlaku untuk satu tahun anggaran 1----+------------------'=----------------------- -- ---- -- -- -- -- ---- -- - 1---1---------------------·---------------------- -- . -- -- - - -- ------- -- e. BENDAHARA PENERIMA PEMBANTU 

- Nilai Pagu s.d Rp. 50 juta 

- Nilai Pagu di atas Rp. 50 juta s/d Rp. 

- Nilai Pagu di atas Rp. 250 juta s/d Rp. 
- Nilai Pagu di atas Rp. 500 juta s/d Rp. 

- Nilai Pagu di atas Rp. 1 milyar 

250 JUt;;:--=- l��: t -= ���-���:�� 
�--,-�---------------·-- -------"-----'---'------5_0 __ 0..cJc..uta . OB_ _ _ 450.000,00 

�----'----'--- __ -2.___ milyar __ -- -- _9_B__ 600 000,00 

11----t-------------------�------ "--------------- __ __ o_B___ _ 750.000'.� 
Catatan: ll----1------------------------------------------------------------------- 

a Berdasarkan pad.a total Pagu Pendapara_n_R_o_k_o_k�y_a_ng�_d_ik_e_ Io_l_a ------ __ --.-- _ 
c Berlaku untuk satu tahun anggaran 

e. BENDAHARA PENGELUARAN 

2.250.000,00 

250.000,00 - -------- 
450.000,00 

2.450.000,00 
�---------'--! 

OB ----- 
OB 500 juta 

Ni1ai Pagu s.d Rp. 100 juta 

Nilai Pagu di atas Rp. 100 juta s/d Rp. 

Nilai Pagu di atas Rp. 500 juta s/d Rp. 
Nilai Pagu di atas Rp. 1 mHyar s/d Rp. 
Nilai Pagu di atas Rp. 5 milyar s/d Rp. 
Nilai Pagu di atas Rp. 10 milyar s/d Rp. 
Nilai Pagu di atas Rp. 15 milyar s/d Rp. 
Nilai Pagu di atas Rp. 20 milyar s/d Rp. 
Nilai Pagu di atas Rp. 25 milyar s/d Rp_ ._ 
Nilai Pagu di atas Rp. 50 milyar s/d Rp. 
Nilai Pagu di atas Rp. 75 milyar s/d Rp. 

Nilai Pagu di atas Rp. 100 milyar s/d Rp. 
---lc---------------=--.,.,----------'-------,---=----.:.....-.....:. --,1�0�0-:--m i� lyar OB _ 

ll----+----------=='-----------'"-----------''-----'---'------2_5_0_mil__: . yar OB 

-- - ------ -� - -- ----- 
1----+----------------------- ---=------'----'-------l_m---" ily� �B__ _ __ 650.000,00 

________ ..:__ 5_rn_i_Iy .�ar OB --� 850.000,00 

t----+------------,-,------- -�---------'----'---�-----1_o_m_il�y_ar -'----- o_B 1 _ .05.:..0_ .o:_o:_o::.:·c::o.:o 

11----+--------------------· -------�----'-----'------1_5_m_ il�y_ ar __ -�--OB __ _ _ �50.000,00 
---l---------�----------"--------�----'-----'-----·-2_o_m __ il�y-a_ r OB 1.450.000,00 

25 milyar OB 1.650.000,00 __ ..:__ __ ·-- --- -- -- -- -- -- - -- -- -- - 
__ so milyar -- OB -- __ 1.850.000,00 

'----'------7_5_milyar --� _ _ 2.050.000,00 

Catatan: 
a Berdasarkanpada total Pagu Belanja Langsung 
c Berlaku untuk satu tahun an.ggaran D---l-------------------""---------------------·-- ---- -- -- -- -- -- -- -- - 

600.000,00 
400.000,00 
200.000,00 

800.000,00 
1.000.000,00 

OB 
OB 

---- - 
OB 

500 juta 
- Nilai Pagu s.d Rp. 100 juta 

- Nilai Pagu di atas Rp. 100 juta 
;- 

Nilai Pagu di atas Rp. 500 juta 

- Nilai Pagu di ata.s Rp. 1 milyar 

- Nilai Pagu di atas Rp. 5 milyar 

Nilai Pagu di atas Rp. 10 milyar 

Nilai Pagu di atas Rp. 15 miJyar 

s- BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU 
1----1---- 

-- 

- 



 

- 
No URAIAN SATUAN BIAYA (Rp.) 

1 - 2 3 4 
- Nilai Pagu di atas Rp. 100 milyar s/d Rp. 250 milyar OB 2.400.000,00 

Catatan: -- �RS I�- D Berdasarkan pad.a total Pagu Belanja La.ngsung 
D Berlaku. untu.k satu tahun anggaran -----��N-'BU.Klil\.1 - 

--- --- --- --- · --- - 
D 

.Bendahara Pengeluaran Pembantu tersebut diusulkan oleh rnasing-rnasing Pengguna Anggaran kepada Kepala Badan Pengelola 
Keuangan Daerah untuk ditetapkan dengan Keputusan Bupati 

--- --- -- 
h. PEMBUAT DAFTAR GA.JI 

--- ---------- 
D Dibayarkan sesuaijumlahpegawai yang ditangani dikalik.an Rp.4.000,00 dan dibayarkan setiap bulanny_a _____________ 

Khusus Kecamatan Liuka.ng Tangaya, Kecam.atan Liukang Ka/mas dan Koordinator Kecamatan Dinas Pendidikan diberikan tam.bahan 
D 

sebesar Rp.200. 000, 00/ bulan - --------- ------ -- --- ---- 
Khusus Kecama.ta.n Liukang Tupabbiring, Kecamatan Liukang Tupabbiring Utara, dan Kecamatan Tondong Tallasa serta Ru.mah Sa.kit 

D 
Um.um Daerah diberikan tamba�sar Rp.100.000,00/ bulan ___ --- � -- --- -- -- -- --- --- --- -- ------- --- --- --- -- i. PENGURUSBARANGPENGGUNA --- -- -- --- --- -- --- --- - Nilai Aset yang dikelola s.d � � � OB 250.000,00 ------ --- -- - 1-- --- --- --- --- -- - Nilai Aset yang dikelola di at Rp. 100 jut_a ___ s/d Rp. 500 juta OB 450.000,00 � --- - '---- --- - - -- --- - - Nilai Aset yang dikelola di at Rp. 500 juta s/d Rp. �yar ___ OB 650.000,00 � --- --- --- -- --- --- - - Nilai Aset yang dikelola di at Rp. 1 rnily�/d Rp. 5 milyar OB 850.000,00 --- --- -- -- --- -- --- - Nilai Aset yang d.ikelola cli at Rp. ___ 5 milyar � Rp. �milyar OB 1.050.000,00 � --- --- --- - � --- - - --- --- - Nilai Aset yang d.ikelola di at Rp. 10 milyar s/d Rp. �ily� OB 1.250.000,00 - >----- -- --- --- - Nilai Aset yang dikelola cli at Rp. 15 milyar s/d Rp. 20 milyar ___ OB 1.450.000,00 � 1-- --- --- --- --- --- --- --- --- --- - Nilai Aset yang dikelola di at Rp. 20 milyar s/d Rp. 25 milyar ___ OB 1.650.000,00 � I- --- --- -- ---- - Nilai Aset yang dikelola di at Rp. 25 milyar s/d Rp. 50 milyar OB 1.850.000,00 --- --- - --- --- - - Nilai Aset yang dikelola di at Rp. 50 milyar s/d Rp. 75 milyar OB 2.050.000,00 - � ---- - -- --- --- - Nilai Aset yang dikelola di at Rp. 75 milyar s/d Rp. 100 milyar OB 2.250.000,00 -� --- --- ·- - Nilai Aset yang dikelola di at Rp. 100 milyar s/d Rp. 250 milyar OB 2.450.000,00 

- Nilai Aset yang dikelola di at Rp. 250 milyar s/d Rp. 500 milyar OB 2.650.000,00 -� - --- - Nilai Aset yang dikelola di at Rp. 500 milyar s/d Rp. 750 milyar OB 2.850.000,00 --- --- - Nilai Aset yang dikelola di at Rp. 750 milyar s/d Rp. 1 triHun OB 3.050.000,� - Nilai Aset yang dikelola di at Rp. 1 triliun OB 3.250.000,00 
Catatan: --- 

D Perangkat Daerah hanya menunjuk 1 (satu) orang Pengurus Barang Pengguna --- --- - 
--- ---- ·- 

j. PEMBANTUPENGURUSBARANGPENGGUNADANPENGURUSBARANGPEMBANTU --- 
Nilai Aset yang dikelola s.d --- -- - - Rp. 100 juta OB 200.000,00 
Nilai Aset yang dikelola di at Rp. ---- - 100 juta s/d Rp. 500 juta OB 400.000,00 
Nilai Aset yang dikelola di at Rp. --- ·- - 500 juta s/d Rp. 1 milyar OB 600.00� Nilai Aset yang dikelola di at Rp. --- - 1 milyar s/d Rp. 5 milyar OB 800.000,00 - Nilai Aset yang clikelola di at Rp. - --- 5 milyar s/d Rp. 10 milyar OB 1.000.000,00 - 

- Nilai Aset yang d.ikelola di at Rp. 10 milyar s/d Rp. 15 milyar OB 1.200.000,00 - Nilai Aset yang dikelola di at Rp. 15 milyar Rp. I· - s/d 20 milyar OB 1.400.000,00 - Nilai Aset yang dikelola di at Rp. 20 milyar 
,_ 

- s/d Rp. 25 milyar OB 1.600.000,00 - Nilai Asel yang dikelola di at Rp. 25 milyar s/d Rp. 50 milyar OB 1.800.000,00 - - Nilai Aset yang dikelola di at Rp. 50 milyar s/d Rp. 75 milyar OB 2.000.000,00 - - Nilai Aset yang dikelola di at Rp. I· 
-I· 75 milyar s/d Rp. 100 milyar OB 2.200.000,00 - Nilai Aset yang dikelola di at Rp. ,. 

100 milyar s/d Rp. 250 milyar OB 2.400.000,00 - Nilai Aset yang dikelola di at Rp. 250 milyar s/d Rp. 500 milyar OB - 2.600.000,00 - Nilai Aset yang dikelola di at Rp. 500 milyar s/d Rp. 750 milyar OB 2.800.000,00 - Nilai Aset yang dikelola di at Rp. 750 milyar s/d Rp. 1 triliun OB 3.000.000,00 Nilai Aset yang dikelola di at Rp. - 1 triliun OB 3.200.000,00 Catatan: - 
' D Din.as_ i=:endid� Dinas Peke'Tjaan Umum, Dinas Kesehatan, Rum.ah Sakit Umum, Sekretari.� Daerah, Puskesmas, Seka/ah, Dinas Pendtdzkan dan Kelurahan dapat mengangkat masing-masing 1 (satu) orang Pembantu Pe�rus Barang Pengguna. 

B HONORARIUM 

1. HONORARIUM PELAKSANA KEGIATAN 
a. Lintas SKPD 

Pengarah - - - 
Penanggung jawab -- OK 6.000.000,00 - -------- - - -- OK 5.000.000,00 - Ketua 
Wa.kil Ketua OK 4.500.000,00 - 
Sckretaris - OK 4.250.000,00 - 

- Wakil Sekretaris - OK 4.000.000,00 
- Koordinator -- OK 3. 750.000,00 
- Anggota OK 3.500.000,00 

Catatan: OK 3.000.000,00 
D Berlaku untuk sa.tu kegiatan dengan Surat Keputusan Bupati 
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No URAIAN SATUAN BIAVA (Rp.j 

1 2 3 4 

£}. � �-e-E"'-----�,------t 
� � .le�- 6 J V 
BAG!iAr,J HUik'· ,� 
� a.o&.o� 

, O_K_ 2.500.000,00 

� 2.250.000,00 
OK 2.125.000,00 

-!-- 

a Melibatkan minimal 3 (tiga) SKPD 
------- 

D Merupakan standar honor tertinggi 
b. Non Lintas SK.PD 

. Pen gar ah 

. Penanggung jawab 

. Ketua 

. Wakil Ketua 

. Sekretaris 

. Wakil Sekretaris 

. Koordinator 

. Anggota 

OK 

OK 

OK 
1---- 

0K 

_,_ 
2.000.000,00 
1.875.000,00 
1. 750.000,00 
1.500.000,00 

Catatan: 
a Berlak:u unru.k satu kegiatan dengan Surat Keputusan Bupati 

a Merupakan standar honor tertinggi 

2. HONORARIUM PENGELOLA SJSTEM INFORM.A.SI TEKNOLOGI 

Pembina 

Wakil Pembina ------- 
Supervisor 

-.-!-----_- Administrator ---- 

OB 
OB 
08 
OB 

- 

- 

1- - 2.000.000,00 
1.750.000,00 

1.500.000,00 ----- - 
1.250.000,00 

Catatan: 
I- 

.__ 
a Ditetapkan dengan Keputusan Bupati 

1---1-----a--Sistem Informasi Teknologi digunaka.n/diaplikasikan oleh beberapa SKPD 

__ I OP__!_ 35.000,00 

- 

-- 

OK 15.500,00 
OK 20.000,00 
OK 50.000,00 
OK 75.000,00 - ----- OK 100.000,00 ---- OK 200.000,00 
OK 400.000,00 
OK 486.000,00 --- OK 504.000,00 - OK 525.000,00 
OK 700.000,00 - I· OK 787.500,00 

I· OK l. 137.500,00 
OK 1.225.000,00 

I· OK 1.400.000,00 -- OK 1.837.500,00 --- OK 2.187.500,00 
- - OK 2.537.500,00 - OK 2.887.500,00 

OK 3.587.500,00 
OK 4.112.500,00 -- OK 4.637.500,00 --- OK 5.162.500,00 -- OK 6.125.000,00 
--- -- -- -- -- 

OK 10.000,00 
OK 15.000,00 
OK 20.000,00 
OK 35.000,00 - OK 50.000,00 
OK 100.000.00 
OK 150.000,00 
OK 200.000,00 -- --- OK 250.000,00 --- ,. -- 

1 Triliun 

l Juta 

2,5 Juta 

2,5 Juta 

5 Juta 

7,5 Juta 
10 Juta 

20 Juta 

40 Juta 

60 Juta 

80 Juta 

100 Juta 

250 Juta 
500 Juta 

l Mi1yar 

2,5 Milyar 

5 Milyar 

10 Milyar -- 
25 Milyar 
50 Milyar - 
75 Milyar -- 

100 Milyar 

s/d Rp. 

s/d Rp. 

s/d Rp. 

s/d Rp. 

s/d Rp. 

s/d Rp. 

s/d Rp. 

s/d Rp. 

s/d Rp. 

s/d Rp. 

s/d Rp. 

s/d Rp. 

s/d Rp. 

s/d Rp. 

s/d Rp. 

s/d Rp. 

s/d Rp. 

s/d Rp. 

s/d Rp. 

s/d Rp. 

s/d Rp. 

s/d Rp. 

s/d Rp. 

s/d �- 

s/d Rp. 25 Juta ---- 
s/d Rp. 50 Juta 

s/d Rp. 100 Juta 

s/d Rp. 200 Juta -- � 
4 

s/d Rp. 

500 Ribu ----- 
500 Ribu 

1 Juta 

2,5 Juta s/d Rp. 5 Juta - -------------+--------! 5 Juta s/d Rp. 10 Jura - --------·------------------1-- 10 Juta 

25 Juta 

50 Juta 

100 Juta -----�---- 

. Nilai Pagu s.d. Rp. 

. Nilai Pagu dana diatas Rp. 

. Nilai Pagu dana diatas Rp. ------ . Nilai Pagu dana diatas Rp. 

. Nilai Pagu dana diatas Rp. 
Nilai Pagu dana diatas 

. . Rp. 
. Nilai Pagu dana diatas Rp. 
. Nilai Pagu dana diatas Rp. 
. Nilai Pagu dana diatas Rp. 

- --- -------' 

�--,----------"-----------'-- 

1- ---------"'-----------'---------=----'---'-----2_5_0 __ Milyar 

----1---------"'-----------'----------=----'----'-----SO�Milyar 
D----11---------..c...----------'---------=----'----'----750 Milyar 



 

No 

1 - 

- 
- 

URAIAN SATUAN BlAYA (Rp.) 

2 _3 4 

- Nilai Pagu dana diatas Rp. 200 Juta s/d Rp. 500 Juta ss; OK� le' Ir R000,00 

- Nilai Pagu dana diatas Rp. 500 Juta s/d Rp. 750 Juta � A O_j£-= ::-- 
.._, JI 000,00 

- Nilai Pagu dana. diatas Rp. 750 Juta s/d Rp. 1 Milyar --- •0*.E .. �l .n UK t,�i,.000,00 

- Nilai Pagu dana diatas Rp. 1 Milyar s/d Rp. 2 Milyar OK 1.250.000,00 

- Nilai Pagu dana diatas Rp. 2 Milyar s/d Rp. 3 MiJyar OK 1.500.000,00 --- - 
- Nilai Pagu dana diatas Rp. 3 Milyar s/d Rp. 4 Milyar OK 1. 750.000,00 - 

2.000.000,00 - Nilai Pagu dana diatas Rp. 4 Milyar s/d Rp. 5 Milyar OK 

- Nilai Pagu dana dialas Rp. 5 Milyar OK 2.500.000,00 - -� 
Catatan: 

Bila terdapat Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang menangani kegiatanpengadaan barang danjasa serta nonpengadaan barang 
danjasa, maka total pagu dana yang dikelola diakumulasiJcan secara keseluruhaTL - 

5. HONORARIUM PEJABAT PENGADAAN BARANG DAN JASA 

HONORARIUM PAKET PEKERJAAN NON TENDER PENGADAAN LANGSUNG/PENUJUKAN LANGSUNG/E-PURCHASING UNTUK JENIS 
a. PENGADAAN 

.. e-- __ _,_ 1. Kontru.k �-.�i----=_-=_-=_-=_-=_-=_�------ 
OP 300.000,00 -- 
OP 500.000,00 --- 
OP 800.000,00 

-� 
OP 300.000,00 
OP 500.000,00 
OP 800.000,00 

---- 
OP 300.000,00 
OP 500.000,00 

OP 800.000,00 - 

OP 300.000,00 

50 juta 

100 juta 

__ ....,_ 200juta _ 

50 juta -------- ------, 
100 juta -------- ------ 
200 juta -------- ------,.- 

0 s.d. Rp. 
50 juta s.d. Rp. 

100 juta s.d. Rp. 

0 s.d. Rp. 
50 juta s.d. Rp. 

100 juta s.d. Rp. 

0 s.d. Rp. 

50 juta s.d. Rp. 
100 juta s.d. Rp. 

0 s.d. Rp. 

Rp. 

Rp. 

Rp. 
I· 

1 -_N_ ilai Pekerjaan Rp. 50 juta 

1 -_Nilai Pekerjaan Rp. 50 juta s.d. Rp. 100 juta OP 500.000,00 

1 -_N_ilai Pekerjaan Rp. 100 juta s.d. Rp. 200 juta OP 800.000,00 

b HONORARIUM PAKET PEKERJAAN PENCATATAN NON TENDER PENGADAAN LANGSUNG/PENUJUKAN LANGSUNG BARANG/JASA 
• 1 "INNYA 

- Nilai Pekerjaan 

1 
-_N_ilai Pekerjaan 

---�-·-N_il_ai Peke��·_a_a_n _ 
2. Kon.sultan 

______ -_N_i_ lai Pekerja�an Rp. 

______ -_N_i_ lru_ · Pek_e_r�j_a_an Rp. 

1-----j------- ·-N_il_ai Pekerjaan Rp_. _ 
11----l-----3_ ._B_aran __ =. g I Jasa. __ laiD __ y_a _ 

- Nilai Pekerjaan Rp. 50 juta 

,_ _ __, -_Nilai Pekerjaan R�p_ . __, 100 j_u_t_a 
1_ 

,_ _ __, -_N_i_ lru_ · Pe_k_e_��·-a_an R�p_._ 200juta 
4. &-Purchasing 

OP 300.000,00 

OP 200.000,00 
OP 300.000,00 
OP 500.000,00 
OP 600.000,00 

--- 
OP 3.000.000,00 
OP 3.500.000,00 
OP 4.000.000,00 

OP 800.000,00 
OP 1.600.000,00 - OP 4.550.000,00 
OP 5.150.000,00 
OP 5.750.000,00 

--- 

50 juta I -------- 
50 juta 

100 juta 
200 juta 

Rp. 

s.d. Rp. 
e.d. Rp. 

s.d. Rp. 

s.d. Rp. 
2,5 milyar 

10 milyar 
10 milyar ------------- 

2,5 milyar 

200 juta Rp. 
Rp. 

s.d. Rp. 50 juta 

------'--------''-----s.d. Rp. 200 ju_t_a i-------- 
--------=�------"-----s.d. Rp. 2,5 mH_�y_a_r t----------l-- 

s.d. Rp. 10 mi.0 ly�ar----�i-----:=----t-------,-,- 

__ __,�---------------------R_p'-.. . l::_O milyar 

- Nilai Pekerjaan 

- Nilai Pekerjaan R_p_ . 5_0�juta 
- Nilai Pekerjaan Rp. 100 juta 

- Nilai Pekerjaan 

- Nilai Pekerjaan 

- Nila.i Pekerjaan Rp. 50 juta 
- Nilai Pekerjaan Rp. 200 juta � --- - Nilai Pekerjaan Rp. 2,5 juta 
- Nilai Pekerjaan diatas 

--- 

- Nilai Pekerjaan di atas Rp. 200 jut_a �-------�-- 
d. HONORARIUM KELOMPOK KERJA (POKJA) PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH; 

6. JASA KEGIATAN 

--+------·-N_i_ lru_ · _Pekerjaan Rp. 0 s.d. Rp. 
c. PEJABAT / PANIT!A PEMERIKSA HASIL ADM!NISTRASI PEKERJAAN ---------- 

11--.....ji------- - -N_il_ru_ · _P_e_k_e_�.c ·a_an Rp. O s.d. Rp. 

,_ _ _. e_ . HONORARIUM PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) 

1----<>-------·-Nilai Pekerjaan s.d Rp. O 

a. JASA NARASUMBER/PEMATERI/MODERATOR YANG BERSTATUS PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA KEGlATAN 
1--�i---....l!EL.A'. .CIJIL!U'l .L ''D�ES.lld.INAS.LDAN SEJENIBNY� •------------------------------------------� 

1. NARASUMBER/PEMATERI/PEMAKALAH/PEMBAHAS UTA.MA yang berasal dari lua.r unit Penyelenggara Kegiatan 
OJ 2.500.000,00 
OJ 2.250.000,00 

OJ 2.000.000,00 ,. 
OJ . 1. 750.000,00 
OJ 1.500.000,00 
OJ 1.000.000,00 
OJ 750.000,00 
OJ 500.000,00 

4. PEMBACA DOA 

o----<---------Menteri / PejabatsetingkatMenteri / Pejab_a_t_N_e_g_ar_a __ Lai_ ·n_n_y_a t----,-------+--------'-...:..._.:__1 Pejabat Eselon I / yang disetarakan _ 

3. NOTULIS 

- Pejabat Eselon III ke bawah / yang disetarakan 
2. MODERATOR 

1---1----- 

- Pejabat Eselon II / yang disetara.kan 

Pakar I Praktisi I Pencerama agarna( DAI)/ Pembicara Khusus 

Catatan: 

c Jasa Narasumber belum termasuk Biaya Pengi.napan, Mak.an Minum dan Transportasi 
_c Biaya Penginapan, Mak.an Minum dan Transportasi dibayarkan secara riil-cost 
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No URA JAN SATUAN BIAVA (Rp.) 

1, 2 3 4 

b. JASA TENAGA AHLI ,,� � 
. Pendidikan Sarjana (Sl) .. .ttlOBJ,/. :ii,. �� If 2.@0.,000,00 
. Pendidikan Strata Dua (S2) uA·�!t�AJ\ H V - 2.etio.000.00 
. Pendidika.n Doktoral ($3) OB l( �ii .000,00 -- . Professor OB 3.400.000,00 -- -- 
Catatan: 
0 Diberikan perbula.n jika bekerja secara ru tin setiap bulan yang dibuktikan dengan daftar kehadiran 

c. 1NSTRUKTUR/PELATIH OJ I 500.000,00 

--- 
d. JURI / WASIT PERTANDINGAN I TIM PENILAI 

1. Perorangan /peserta 100.000,00 
2. Beregu /kelompok 200.000,00 

e. JASA PESERTA PELATIHAN I SOSIALISASI / DESIM1NASI OK 50.000,00 --- 
t, JASAPETUGASSURVEY /Responden 7.000,00 

c. UANG LEMBUR PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 

1. UANG LEMBUR PADA HARi KERJA (m.a.ks. Pembayaran hanya 3 ja.m/harl) -- 
a. Golongan IV OJ 19.000,00 
b. Golonian III OJ 16.000,00 - 
c. Golongan II OJ 13.000,00 -- -- --- 

10.000,00 d. Golongan I OJ -- --- 
b. UANG LEMBUR PADA HARi LIBUR (ma.ks. Pembayaran ban.ya 8 ja.m/harl) 

a. Golongan IV OJ 38.000,00 
b. Golongan Ill OJ 32.000,00 
c: Golongan II OJ 26.000,00 
d. Golongan I OJ 20.000,00 
Catatan: 

0 Dapat dianggarkan di luar kegiatan yang mempunyai honorarium 

D. UANG/HADIAH/BARANG YANG AKAN DISERAHKAN DALAM PERLOMBAAN 

1. UANG YANG AKAN DISERAHKAN KEPADA MASYARAK.AT/PIHAK. KETIGA DALAM RANGKA PERLOMBAAN 

a. Perlombaa.n Tingkat Pusat 
0 Juara I OL 2.500.000,00 
0 Juara II OL 2.300.000,00 
0 Juara III OL 2.000.000,00 - 
0 Juara Harapan I OL 1. 700.000,00 
0 Juara Harapan 11 OL 1.400.000,00 - 
0 Juara Harapan Ill OL 1.000.0� 

b. Perlombaan Tingkat Provinsi 
0 Juara 1 OL 2.000.000,00 
0 Juara II OL 1. 750.000,00 
0 Juara III OL 1.400.000,00 
0 Juara Harapan I OL 1.200.000,00 -- 
0 Juara Harapan 11 OL 1.000.000,00 
0 Juara Harapan III OL 700.000,00 � --- 

c. Perlombaan Tingkat Kabupaten 
0 Juara I OL 1.500.000,00 
0 Juara II OL 1.300.000,00 
0 Juara 111 OL 1.000.000,00 
0 Juara Harapan I OL 800.000,00 
0 Juara Harapan II OL 650.000,00 
0 Juara Harapan 111 OL 500.000,00 

d. Perlombaan Tingkat Kecamatan 
a Juara I 

I 

OL 1.250.000,00 
0 Juara II OL 1.000.000,00 
0 Juara HJ - OL 850.000,00 
0 Juara Harapan I OL 650.000,00 
0 Juara Harapan II OL 500.000,00 
0 Juara Harapan lll 

- 
OL 350.000,00 

e. Perlombaan Tingkat Kelurahan/Desa 
0 Juara I 

I ![---� 1.000.000,00 
0 Juara II 850.000,00 
0 Juara III 700.000,00 
0 Juara Harapan I 500.000,00 
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No URAIAN' SA TUAN BlAYA(Rp.l 

350.000,00 
4 3 2 

Juara Hara.pan II 

1. 

AOL 
Juara Hara.pan Ill ---- ---- OL_ I ____'!lJ!!�00,00 

___ Catalan_,__ �Ar�,v -a- 
Standl\r hndiah ini dibcrikan kepadn mcndapatken jun.ru tertinggl pada perlombnnn berdasarkan tingkatfln ff (]�lJ_l\,f 
Standar hadiah untukjuara sctarajuar& tertinggi diberikan seca.ra proporsionnl ---- ---- --- 

2:. uanc yana: dieerabkan kepad.a Maaya.Takat:/Plh&k Ketlca cla1a.ra. ran.aka pem.barian UndJa.a. at:au Sejeni•.nya diatur •ecara k..buaua 
berd.a-rka.n Keputu.an Bupat! Pai:t..ckep dan. Maaulc Da.l.Lm K..te&ori St:a.nd.ar Biaya Khuaua 

E. BANTU.AN' BEASIBWA 

PROGRAM DIPLOMA I, W d.ao DIPLOMA JV / St:raU. 

1. BIAVA HIDUP da.n BlAYA OPERASION'AL 

Diploma l dan Biaya Operasio� 
----o-,"p- loma 1ii(i�aya Operaalonal 

Diploma IV / Strata I dan Biaya Opcrasional 
Strata 2 / Spesialis 1 
Sum3/ Spesia� 

2. ua.a.c Bu.ku da.n Refren.a.i Pertahu.n ---- ---- 
Diploma I 

Diploma Ill 

Diploma IV / Strfl� 
Strata 2 / Spesialis I 
S�/ Spesie.lis 2 

--l--c3� - Ri-t (Akhh- Prosran1"1-- --p-ai Poa.uandaan d.aa. PoQJWdan 
�n IV / Strata 1 --- 

Strata 2 / Spesialis l 
---Strata 3 / Spesialis 2 

OT h 14.500.000.00 
OT 15.000.000,00 
OT 15.500.000,00 
OT 18.500.000,00 
OT 19.000.000,00 

l OT .300.000,00 
OT .500.000,00 
OT 1.500.000,00 
OT .800.000.00 
OT 2.000.000,00 

I_ OT J- 5.000.000,00 
OT 8.000.000,00 
OT 14.600.000,00 

hanya dnpal diberikan kepada pegawal yang memcnuhi syara.t kepcgawaian. yang dikelunrkan alch PejabaL Kcpcgawaian Daereh 

F. JASA/VPAH TENAGA llAR.UUI LEPAS (THL) 
1 Sopir Mobil Sampah ------ 

--1�2-s=opir Pe� Kebakeran 

3 Sopir Tangki 
4 Sopir Pertamanan 
5 Petugas Srunpah 
6 Penyapu Jalan 

7 Pcmberslh Got / Dreinaec 
8 Pcmbersih Tama.n 
9 Pctugas TPA ---- 

10 Petugas Penghijauan _ 
11 Petugas Mesin Rumput 
12 Petugas Kebcrslhen Rumah Jabatan 
13 Petugas Pemadam Kebaka.ran 
14 Petugas Penjaga Kantor (Security) 
15 Petuges L.apangan Rcaksl Cepat (Sadan Bencana) 

---jc- 16_ Penge�un 
17 Petugas Kebun Kawasan Agribisnls 
18 Pctugas Kandang Kawasan Agribisnis 
19 Petugas Pelestarian Ca.gar Allil� Budaya _ 

20 Petugas Pelesu1.rian Hewan da�i Daya Hcwru1 
l---+2-1 Satuan Palisi Pamang Praja -- -- 

22 Dokter 
23 Apotcker (Sl) 
24 Para Media {Sl) (Oaratan/RSU) 
25 Para�s (Sl) (T�il) _ 
26 Para Mcdls (S l) (Sangat Terpcncil) 
27 Para Media (03) (Oaratan/RSU) 
28 Para Mcdis (03) (Terpcncil) 
29 Para Media (03) (Sangat Tcrpencil) 
30 Para Media (SPK/SMU) (RSU) 

31 Nan Medis (Sl/04) untuk Ahli Gi:ti, Sanitasi, F'armasi dan sejenisnya (Dnratan/RSU) 
aa Nan�is (S 1 /04) untuk Ahli Gizi, Snnitasl, Fa.rmasi dan ecjeni•nya (Tcrpcncil) 
33 Non Medis (SI /04) �uk Ahli Oizi, Sa.nltasi, Farmo.s� sejenisnya (Sangat Tcrpcncil) 

- 34 Non Media (03/02/01) Petugo.s OU:i, Sanitasi. Farmo.si dan sejcnisnya (Da.ro.tan/RSUJ 
35 Nan Media (03/0�/0l) Petugns OU:1. S11nitnsi, Farmnsi dan 11cjenl.,ny1t (Terpeneil) 

OH 75.000.00 
OH 100.000,00 
OH 60.000,00 
OH 65.000,00 
OH 70.000,00 
OH 70.000,00 
Oil 65.000.00 
Oil 55.000,00 
01-1 55.000,00 
Oil 62.500.00 
OH 60.000,00 
OH SS.000,00 
OH 90.000,00 
Oil 45.000,00 
OH 60.000.00 
OB 850.000,00 
OB 850.000.00 
OB I 500.000.00 
OB 850.000,00 
OB 850.000.00 
OB 200.000,00 
OB 750.000,00 
OB 1.600.000,00 
OB 1.100.000.00 
OB 1.200.000,00 
OB 1.300.000,00 
OB 900.000,00 
OB l .000.000,00 
Old I. 100.000.00 
OB 800.000,00 
OB .100.000,00 
OB .200.000,00 
OB I .300.000,00 
OB 900.000,00 
00 .000.000,00 
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No URAIAN SATUAN BIAVA (Rp.) 

l� 2 3 4 

36 Non Medis (D3/D2/Dl) Petugas Gizi, Sanitasi, Farmasi dan sejenisnya (Sangat Terpencil) O,B 1.100.000,00 � 
37 Non Medis (SMU/SMK) Petugas Gizi, Sanitasi, Farmasi dan sejenisnya (Daratan/RSU} ""€)13. � Ii -s- t00-{).0-0,00 f-- 
38 Non Medis (SMU/SMK) Petugas Gizi, Sanitasi, Farmasi dan sejenisnya (Terpencil) ... o_s. (fi"i /. - 9ooei,·o.� 
39 Non Medis (SMU/SMK) Petugas Gizi, Sanitasi, Farmasi dan sejenisnya (Sangat TerpenciJ) OB - . N fl l) kOPC/-f!Q0,00 
40 Petugas Penagih Pasar Harian OB 750.000,00 
41 Petugas Penagih Pasar 12 Hari Pasar OB 600.000,00 - ---- 
42 Petugas Penagih Pasar 6 Hari Pasar OB 400.000,00 - 
43 Petugas Cek Point OB 900.000,00 - - --- 
44 Petugas Keamanan OB 750.000,00 

- -- - 
45 Petugas Kebersihan OB 700.000,00 --- 
46 Petugas Laboratorium dan sejenisnya OB 600.000,00 
47 Tenaga Teknis Bidang Jasa Konstruksi OB 650.000,00 - 
48 Operator AJat Berat/ Mesin OB 750.000,00 - � 
49 Nahkoda Kapa! Pemerintah OB 1.000.000,00 
50 Anak Buah Kapal {ABK) Pemerintah OB 750.000,00 
51 Tenaga Ad.m.inistrasi pada SKPD (82) OB 1.200.000,00 
52 Tenaga Administrasi pada SKPD (Sl) OB 1.000.000,00 
53 Tenaga Administrasi pada SKPD (03) OB 900.000,00 - 
54 Tenaga Administrasi pada SKPD (SMU/SMK) OB 800.000,00 - � 
55 Sopir Kendaraan Pejabat Negara OB 2.000.000,00 ,_ ---- 
56 Sopir Kendaraan Pimpinan DPRD OB 1.500.000,00 --- 
57 Sopir Kendaraan Pejabat Eselon II dan 111 OB 1.500.000,00 --- --- 
58 Sopir Kendaraan Operasional Lapangan OB 900.000,00 
59 Petugas Listrik OB 2.000.000,00 ---- 
60 Petugas Perlengkapan OB 2.000.000,00 - 
61 Operator Komputer OB 800.000,00 
62 Petugas Front Office OB 700.000,00 
63 Petugas Kurir OB 700.000,00 
64 Petugas Survey OB 500.000,00 
65 Petugas pada Kantor Perwakilan Jakarta OB 2.000.000,00 
66 Pekerja Hatchery OB 2.500.000,00 
67 Tenaga Teknis Hatchery OB 2.800.000,00 
68 Tenaga Teknis Tamba.k OB 2.800.000,00 - -- --- 

Catatan: - ---- 
D Pengangkatan Tenaga Harian Lepas sesuai kebutuhan dan beban kerja SKPD - --- 
D Tidak buta huruf ---- 
D Dapat berbahasa Indonesia dengan baik dan benar --- --- - 
D Berdomisili dalam wilayah Kabupaten Pangk.ep 

D 
Kepada SK.PD yang mengguna.kan Tenaga Harian Lepas, honorariumnya disesuaikan dengan anggaran yang tersedia pada SKPD 

- masing-masing (tida.k ada penambahan anggaran k.husus THL) 

-- - 
G. BIA YA KONSUMSJ DAN BAHAN MARANAN 

- 
1. BIAVA KONSUMSJ RAPAT KOORDINASI TINGKAT KABUPATEN 

r 
� 

a. Makan ±Org/Kali 75.000,00 

b. Kudapan (Snack) Org/Kali 45.000,00 
2. BIAVA KONSUMSI RAPAT KOORDINASI TINGKAT KECAMATAN 

Makan 

r 
- 

a. Org/Kali 45.000,00 
b. Kudapan (Snack) I ---- - 

Org/Kali 25.000,00 � 
3. BIAVA PENGADAAN DAHAN MAKANAN 

Pasien Rumah Sakit. ---- --- a. 1 x Makan 75.000,00 
Anak Asuhan (Panti) 

f---- 
b. 1 x Makan 50.000,00 

Tun a Sosial -- c. 1 x Mak.an 50.� � - ---- d. ABK Aktif 1 x Mak.an 50.000,00 
e. ABK Cadangan - 

1 x Ma.kan 50.000,00 
f. Siswa 1 x Mak.an 50.000,00 
g. Rescue Team 1 x Mak.an 50.000,00 
h. Pengamat Laut 1 x Makan 50.000,00 

f--- 

1-- H. BEL.ANJA PAKAIAN - 
--- --- --- ---- --- --- 

1. Pakaian Din.as Upacara (POU) - --- -- 
0/Psg I 

--- --- a. Camat 3.750.000,00 f---- --- -- ---- --- 
- b. Lurah / Desa 0/Psg 3.000.000,00 ---- --- ---- --- 2. Pa.kaiau Sipil Harlan (PSH) -- ---- ---- --- --- -=r --- I -- --- a. Eselon II 0/Psg 3.000.000,00 - ---- -- --- 
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·�"''lo ' URA IAN SATUAN BIAYA(Rp.) -·, . 
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. 2 l",3 n 4 -- - 
... ott,sg J;,. if .;::::, lf ·5ra:o,oo "" b. Eselon Ill 

- - - - -ft�piiJA N ttv R po .000,00 c. Eselon lV - - - - - � - tJ."'1 3. Pakaian Sipil Lengkap (PSL) 
- - - - - - - - 

a. Eselon II 0/Psg 3.000.000,00 -- - - - - - - - 
b. Eselon III 0/Psg 2.500.000,00 

- - - - - - - - 
c. Eselon IV 0/Psg 2.200.000,00 - - - - 

4. Pakaian Dinas Harian (PDH) 
- - - - - 1- - I - 

a. Pakaian Dinas Harian 0/Psg 850.000,00 - -- - - - - 
5. Pakaian Dinas Resmi (PSR) - -- - - - - t 0/Psg 1-� - 

a. Eselon II 3.000.000,00 - -- - - -- - - - -- -- -- -- -- - - 
b. Eselon Ill 0/Psg 2.500.000,00 

- -- -- - - - - - - - -- - - - 
c. Eselon IV 0/Psg 2.200.000,00 
-- -- - - - - - 

6. Atribut Pakaian Dinas � -- - - - - - - - 
a. Kopiah Hitam 0/Pcs 200.000,00 
- ---- - - - - - 

b. Topi PDH/Hansip/Linmas 0/Pcs 125.000,00 
- - - - - - 

c. Sepatu Hitarn dan Kaas Kaki 0/Pcs 350.000,00 -- -- - - - - - 
d. Dasi 0/Pcs 125.000,00 

- - - - - - - 
e. Sepatu POL dan Kaos Kaki 0/Pcs 400.000,00 .. - -- - - - - - - - - - 
f. Ikat Pinggang POL (Kopel) 0/Pcs 150.000,00 - - - - - 
g. Ikat Pinggang POH/Hansip/Linmas 0/Pcs 125.000,00 

- - - - 
h. Emblem/tanda pangkat 0/Pcs 500.000,00 - - - - 

7. Pakaian Kerja Dokter/Perawat/Medis dan Paramedis Lainnya - 

I I a. Dokter 0/Psg 1.000.000,00 
- - - - - - 

b. Perawat/Medis dan Paramedis Lainnya 0/Psg 900.000,00 - 
8. Pakaian Dinas Lapangan (PDL) 

- 

J 1 
- 

a. Polisi Pamong Praja / Satpam 0/Psg 1 .000.000,00 - - 
b. Pctugas Kebersihan/Buruh 0/Psg 860.000,00 

- 
9. Pakaian Khusus dan Harl-Harl Tertentu 

- - 
a. Pakaian Korpri 0/Psg 850.000,00 - 
b. Pakaian Batik Tradisional 0/Psg 650.000,00 - - - 
c. Pakaian Olahraga - 0/Psg 850.000,00 
- - - - - 

d. Pakaian Sutra 0/Psg 1 .800.000,00 
- - - - 

e. Pakaian Jas Tutup 0/Psg 1.800.000,00 
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